SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN DENGAN CARA LELANG PADA BARANG MILIK NEGARA
NON TANAH DAN BANGUNAN

DI BALAI KULIT, KARET, DAN PLASTIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DWI ARI WICAKSONO, Drs. Herman Legowo, M.Si., Ak., CA.

UNIVERSITAS ) . . . . . : .
GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Mulyadi. 2001 “Sistem Akuntansi”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Liang Gie, 1988, Administrasi Perkantoran Modern,
Sofjan Assauri, 2004, “Manajemen Produksi dan Operasi”
Suharsimi Arikunto, 2004, “Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan”

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, bandung:
alfabeta,CV.

Website :

Abu Samman Lubis, Upaya Penertiban Aset-Aset Milik Negara/Daerah,
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-
negara-dan-perimbangan-keuangan/19695-upaya-penertiban-aset-aset-

milik-negara-daerah-tanggung-jawab-siapa, Diakses tanggal 07 Agustus
2014

http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-
milik.html Diakses tangeal 18 Januari 2016

http://www.bbkkp.go.1d/

http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-
milik.html Diakses tanggal 08 Mei 2011

http://www.bppk.kemenkeu.go.id

Irfan M Nugroho, Landasan pemikiran dan asas penghapusan BMN,
http://irfanmnugraha.blogspot.co.id/2012/07/pengelolaan-barang-milik-
negara.html diakses tanggal Juli 10, 2012

SD NEGERI DEMANGAN, pengertian penghapusan BMN,
http://negeridemangan.blogspot.co.id/2013/11/penghapusan-barang-
milik-negara.html, diakses tanggal 16 November 2013

http://www.bppk.depkeu.go.id/785_5-Pentingnya  Penghapusan =~ BMN dan
persyaratannya, diakses tanggal 08 April 2015

50


http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19695-upaya-penertiban-aset-aset-milik-negara-daerah-tanggung-jawab-siapa
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19695-upaya-penertiban-aset-aset-milik-negara-daerah-tanggung-jawab-siapa
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149-artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/19695-upaya-penertiban-aset-aset-milik-negara-daerah-tanggung-jawab-siapa
http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-milik.html
http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-milik.html
http://www.bbkkp.go.id/
http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-milik.html
http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2011/05/pokok-pokok-pengelolaan-barang-milik.html
http://irfanmnugraha.blogspot.co.id/2012/07/pengelolaan-barang-milik-negara.html
http://irfanmnugraha.blogspot.co.id/2012/07/pengelolaan-barang-milik-negara.html
https://www.blogger.com/profile/06125197516822945992
http://negeridemangan.blogspot.co.id/2013/11/penghapusan-barang-milik-negara.html
http://negeridemangan.blogspot.co.id/2013/11/penghapusan-barang-milik-negara.html
http://www.bppk.depkeu.go.id/785_5-Pentingnya

SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN DENGAN CARA LELANG PADA BARANG MILIK NEGARA
NON TANAH DAN BANGUNAN

DI BALAI KULIT, KARET, DAN PLASTIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNIVERSITAS DWI ARI WICAKSONO, Drs. Herman Legowo, M.Si., Ak., CA.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-undang:

Pemerintah Republik Indonesia, pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Mentri Keuangan nomor
50/PMK.06/2014 tentang tata cara penghapusan BMN

Pemerintah Republik Indonesia, pasal 1 Undang Undang No17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Pemerintah Republik Indonesia , peraturan pemerintah no 38 tahun 2008 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Mentri Keuangan no 96 tahun 2007
tentang tatacara pelaksanaan, penggunaan pemanfaatan , penghapusan ,
dan pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Mentri Keuangan no 250 tahun 2011
tentang tatacara pengelolaan Barang Milik Negara

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Mentri Keuangan no 135 tahun 2006
tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical di lingkungan direktorat
jendral kekayaan Negara

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Mentri Keuangan no 250 tahun 2011

tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi kementrian/ lembaga

51



